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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur Praktikan panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Praktikan dapat 

menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 

dilaksanakan di kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta. 

 Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian 

persyaratan kelulusan yang harus Praktikan tempuh untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

 Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL, 

Praktikan mendapat banyak dukungan serta bantuan dari beberapa 

pihak sehingga Praktikan dapat menyelesaikan laporan PKL ini 

dengan baik. Oleh karena itu, Praktikan mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Kedua orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan baik 

moril maupun materil; 

2. Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ); 

3. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si., Ak., CA., selaku 

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ; 

4. Adam Zakaria, SE, Akt., M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktunya untuk membantu Praktikan 
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dan memberikan arahan serta masukan dalam proses penulisan 

laporan PKL; 

5. Joko Purwoko selaku Ketua Bidang Pemerintahan Suku Badan 

Perencanaan Pembangunan Kota (Subanppeko) Jakarta Utara 

dan Bapak Hidayat selaku Kepala Pusat Data dan Informasi 

Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang) yang telah 

membantu Praktikan dalam mengajukan permohonan 

pelaksanaan PKL di kantor Bappeda Provinsi DKI Jakarta; 

6. Rusman Effendi, S.Sos selaku Kepala Subbagian Keuangan 

Bappeda Provinsi DKI Jakarta dan seluruh pegawai Subbagian 

Keuangan yang senantiasa menciptakan suasana yang nyaman 

selama proses pelaksanaan PKL; 

7. Teman-teman yang selalu berusaha menghibur dan memberikan 

semangat kepada Praktikan mulai dari pencarian tempat PKL, 

pelaksanaan PKL, sampai penyusunan laporan PKL ini; 

Praktikan menyadari bahwa dalam penulisan laporan PKL ini 

masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang 

membangun sangat Praktikan harapkan demi terciptanya perbaikan di 

masa mendatang. Semoga laporan PKL ini dapat memberikan 

manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca lainnya pada 

umumnya.  

    Jakarta, November 2018 

Praktikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap harinya 

mempengaruhi pergeseran pola pikir dan aktivitas manusia. Tanpa disadari 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, manusia                                                                                                              

dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan.  

Saat ini sistem perekonomian di Indonesia mulai bergeser menjadi sistem 

ekonomi digital. Era digital membuat beberapa profesi tergantikan oleh mesin dan 

juga memunculkan beberapa profesi baru. Kehadiran ekonomi digital menuntut 

beberapa profesi atau bidang pekerjaan untuk menyesuaikan sistem dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Profesi akuntan pun 

begitu, dikutip dalam Majalah Akuntan Indonesia, hadirnya ekonomi digital 

menuntut seorang Akuntan untuk mengurangi paperwork atau pekerjaan manual 

dan beralih menggunakan software akuntansi, melakukan analisis risiko dan 

peluang menggunakan big data, mempertimbangkan isu cyber di setiap proses 

akuntansi dan melakukan pengungkapan serta transparansi secara digital. 

Sehingga seorang Akuntan kedepannya dalam sistem ekonomi digital ini akan 

berperan sebagai pengambil keputusan bisnis, pengguna sistem digital dalam 

mengolah data, hingga pengawal proses dan people di dalamnya. Karena 

kedepannya peranan Akuntan tidak lagi terbatas pada book-keeping saja namun 

juga mencakup pengendalian internal khususnya untuk aset-aset tidak berwujud 

(intagible assets). (Majalah Akuntan Indonesia Edisi Empat, Juli 2016)
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Di bidang pemerintahan, kemajuan teknologi juga membawa perubahan 

pada penerapan akuntabilitas dengan menggunakan sistem e-government. Inovasi 

prinsip e-government merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan 

good and open government. Sistem e-government mendukung aktivitas 

government to business, government to citizen, government to government, dan 

government to employees demi mewujudkan smart city di seluruh Indonesia. 

Kedepannya masyarakat dapat dengan leluasa mengakses informasi tentang 

kinerja pemerintah melalui sistem pelaporan yang aktual dan lebih transparan. 

Bentuk-bentuk penggunaan e-government yang dilakukan pemerintah seperti e-

budgeting, e-procurement, e-controlling dan e-payment. Melalui program-

program tersebut diharapkan sistem akuntansi di pemerintah lebih transparan dan 

akuntabel kedepannya. 

Praktikan menyadari perubahan tersebut menuntut Pratikan untuk dapat 

membuka diri terhadap informasi dan perubahan yang ditimbulkan akibat 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena latar belakang pendidikan 

yang tinggi saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan dengan keterampilan 

(skill) yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan 

adanya sebuah pelatihan dan pembelajaran secara langsung di dalam dunia kerja 

yang relevan dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing 

individu. Untuk menjawab tantangan perubahan tersebut, UNJ berusaha 

menghasilkan lulusan yang kompeten, mampu bersaing, dan memiliki 

keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini yang sudah 

berkembang akibat kemajuan teknologi yang ada. Melalui program PKL, UNJ 
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berupaya  mempersiapkan diri mahasiswa agar menjadi sumber daya manusia 

yang unggul dan dapat bersaing, baik kualitas intelektual maupun 

keterampilannya. (UNJ, 2012) 

Praktikan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan PKL di Kantor 

Bappeda DKI Jakarta yang berlokasi di Gambir, Jakarta Pusat. Bappeda DKI 

Jakarta sendiri merupakan lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan 

perencanaan pembangunan daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan PKL ini, Praktikan 

ditempatkan pada Subbagian Keuangan yang membantu pekerjaan dari sekretaris 

badan. Subbagian  Keuangan memiliki peran sebagai pemantau seluruh proses 

keuangan Bappeda, memantau laporan pertanggung jawaban penggunaan dana 

Bappeda, mengolah anggaran dan realisasi selama tahun berjalan, membuat 

laporan keuangan Bappeda, dan berkoordinasi dengan Subanppeko yang ada di 

lima kota administratif DKI Jakarta. Praktikan tertarik untuk melaksanakan PKL 

di Bappeda Provinsi DKI Jakarta dengan harapan teori perkuliahan mengenai 

Akuntansi Pemerintahan dapat disesuaikan secara langsung melalui kegiatan PKL 

ini. Kegiatan PKL ini juga diharapkan menjadi kerjasama yang menguntungkan 

antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Mahasiswa, dan Subbagian 

Keuangan Bappeda Provinsi DKI Jakarta. 

Kegiatan PKL ini dilaksanakan dalam rangka Seminar PKL dan 

selanjutnya menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi sebagai salah satu 

persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 
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B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Maksud dari PKL ini adalah: 

1. Menyelesaikan mata kuliah PKL sebagai persyaratan kelulusan program studi 

S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

2. Memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi mahasiswa 

mengenai dunia kerja yang sesungguhnya; 

3. Mengembangkan keterampilan mahasiswa di dunia kerja salah satunya yaitu 

tentang interaksi kepada karyawan yang lain dan tentang etika profesi yang 

harus dijalani; dan 

4. Melatih disiplin terhadap waktu serta integritas yang harus dimiliki oleh 

mahasiswa. 

Tujuan dari PKL ini adalah:

1. Menyelesaikan mata kuliah PKL sebagai persyaratan kelulusan program studi 

S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dalam 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh mahasiswa selama duduk di 

bangku perkuliahan, sehingga mahasiswa tidak hanya mempelajari teorinya 

saja melainkan juga dapat menerapkannya secara langsung; 

2. Meningkatkan pengalaman, wawasan, kemampuan, dan keterampilan 

mahasiswa sesuai dengan latar belakang bidang studi masing-masing 

mahasiswa; 

3. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dengan bekerja dalam tim, 

bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan yang karyawan lainnya; 
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4. Melatih mahasiswa untuk disiplin terhadap waktu, bertanggung jawab, 

mandiri, kreatif dan memiliki inisiatif yang tinggi dalam melakukan 

pekerjaan; 

5. Melatih Praktikan untuk dapat memiliki mental yang kuat, tidak mudah 

menyerah dan menjadi tenaga kerja yang profesional. 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

PKL memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa (Praktikan), 

perguruan tinggi dan juga perusahaan. Adapun kegunaan dari PKL antara lain: 

1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 

Kegunaan PKL bagi mahasiswa (Praktikan) antara lain: 

a. Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah 

secara nyata dalam dunia kerja khususnya Akuntansi Pemerintahan; 

b. Sebagai bahan pembanding antara ilmu yang dimiliki mahasiswa dengan 

kebutuhan dunia kerja;  

c. Meningkatkan keterampilan dan mendorong Praktikan untuk berfikir 

kritis dalam menghadapi permasalahan dalam dunia kerja; 

d. Melatih mental serta tanggung jawab dalam bekerja; 

e. Menambah wawasan di dalam dunia kerja, khususnya Akuntansi 

Pemerintahan, sehingga memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan 

kerja; 

2. Bagi Prodi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta 

Kegunaan PKL bagi Prodi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta 

antara lain: 
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a. Membina hubungan baik antara Prodi S1 Akuntansi Universitas Negeri 

Jakarta dengan perusahaan atau instansi terkait; 

b. Mempersiapkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing dalam 

dunia kerja; 

c. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di Universitas 

Negeri Jakarta untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan atau instansi terkait; 

d. Membangun kerjasama antara dunia pendidikan dengan perusahaan atau 

instansi sehingga perguruan tinggi lebih di kenal dalam dunia kerja. 

3. Bagi Bappeda DKI Jakarta 

Kegunaan PKL bagi Prodi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta 

antara lain: 

a. Adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu 

pekerjaan operasional karyawan yang terkait. Serta Praktikan dapat 

membantu merekap hasil data yang diperlukan baik pekerjaan yang 

diperlukan sehari-hari (tetap) maupun pekerjaan yang bersifat tidak tetap; 

b. Membangun kemitraan agar perusahaan dapat dikenal dalam bidang 

akademik dan contoh instansi yang dapat menunjukkan integritasnya; 

c. Sebagai sarana untuk memberikan gambaran kriteria tenaga kerja yang 

dibutuhkan oleh perusahaan/instansi terkait; 

d. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai 

dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan/instansi terkait; 
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e. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan hubungan baik 

antara Bappeda DKI Jakarta dengan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta.   

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan PKL di Bappeda Provinsi DKI Jakarta yang 

merupakan Lembaga Pemerintahan non-kementerian yang bertugas untuk 

menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 

daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan statistik 

daerah. 

Berikut ini informasi data perusahaan tempat Praktikan melaksanakan 

PKL 

Nama Perusahaan : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi    

   DKI Jakarta 

Nama Sebutan : Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

Alamat : Gedung Balai Kota Blok G Lt. 2, Jl. Medan Merdeka 

Sel. No.8-9, RT.11/RW.2, Gambir, Kota Jakarta   

 Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  

Telepon : (62-21) 382-2261, 384-2061, 384-2062 

Faxmile : (62-21) 386-0521 

Website :https://bappeda.jakarta.go.id 

Praktikan memilih Bappeda Provinsi DKI Jakarta sebagi tempat dimana 

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL disebabkan karena keingintahuan 

Praktikan tentang bagaimana kondisi secara nyata penerapan akuntansi 

https://bappeda.jakarta.go.id/
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pemerintahan yang diterapkan pada sebuah institusi atau lembaga pemerintahan 

non-kementerian. Selama menjalankan kegiatan PKL disana, Praktikan 

ditempatkan di Sub Bagian Keuangan yang membantu tugas dari sekretaris badan.  

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Waktu pelaksanaan PKL telah dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli 2018 

sampai dengan 12 September 2018, bertempat di kantor Bappeda Provinsi DKI 

Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat. 

Berikut adalah perincian tahapan dalam pelaksanaan kegiatan PKL: 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan kegiatan PKL, Praktikan mencari informasi 

perusahaan yang menerima mahasiswa untuk PKL melalui website ataupun 

datang langsung ke perusahaan tersebut. Setelah itu, Praktikan mengurus surat 

permohonan pelaksanaan PKL di Badan Akademik Kemahasiswaan dan 

Hubungan Masyarakat (BAKHUM) yang ditujukan untuk PT. Toyota Motor 

Manufacturing Indonesia (TMMI), PT. PALYJA, dan Bappeda Provinsi DKI 

Jakarta.  Untuk mengajukan surat permohonan PKL, hal yang pertama kali 

dilakukan Praktikan adalah meminta surat pengantar dari Fakultas Ekonomi yang 

bisa diajukan di Gedung R, Fakultas Ekonomi. Setelah itu, Praktikan melakukan 

birokrasi dengan menemui Koordinator Prodi S1 Akuntansi FE UNJ yaitu Dr. I 

Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., M.Si., Ak., CA. Surat pengantar dari fakultas 

yang telah ditandatangani oleh Koordinator Prodi S1 Akuntansi FE UNJ 

kemudian diserahkan ke BAKHUM menunggu proses administrasi paling lama 3 

hari (Lampiran 1 halaman 43) . 
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Setelah memiliki surat permohonan pelaksanaan PKL, Praktikan 

memberikan surat permohonan tersebut kepada perusahaan yang dituju untuk 

melaksanakan kegiatan PKL pada bulan Juli 2018, hingga akhirnya Praktikan 

menerima surat balasan yang mengizinkan Praktikan untuk melaksanakan PKL 

sesuai tanggal yang Praktikan ajukan (Lampiran 2 halaman 44). 

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di kantor Bappeda Provinsi DKI 

Jakarta dimulai pada tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 12 September 2018 

yang dilaksanakan setiap hari kerja, pada hari Senin sampai dengan Kamis 

dimulai pukul 07:30 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB sedangkan untuk hari 

Jum’at dimulai pukul 07:30 WIB sampai dengan pukul 16:30 WIB dengan waktu 

istirahat hari Senin sampai dengan Jum’at dimulai pukul 12:00 WIB sampai 

dengan pukul 13:00 WIB. 

3. Tahap Pelaporan  

Praktikan menyusun laporan PKL dengan tujuan untuk menyelesaikan 

mata kuliah PKL dan memenuhi syarat kelulusan Program Studi S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada tahap ini, Praktikan 

melakukan penulisan dan penyusunan laporan mengenai hasil dari kegiatan PKL 

yang telah Praktikan lakukakan di Subbagian Keuangan Bappeda Provinsi DKI 

Jakarta. Praktikan menuliskan laporan ini berdasarkan gambaran umum yang ada 

di perusahaan, tugas-tugas yang diberikan kepada Praktikan selama melaksanakan 

kegiatan PKL, serta kendala yang dihadapi Praktikan selama melaksanakan 

kegiatan PKL. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

Bappeda adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan 

perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris 

Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan 

pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bentuk 

berdasarkan pertimbangan: 

a. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di 

daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan 

sektoral dan pembangunan daerah.  

b. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan 

dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan 

yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. 

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 1968 dibentuklah Badan 

Perentjanaan Pembangunan (BPP) Daerah Chusus Ibukota Jakarta. BPP terdiri 

dari unsur Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Gubernur, sedangkan dalam  

menjalankan tugasnya dibantu oleh Badan Pekerja dengan susunan sebagai 

berikut: 
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a. Bidang Perentjanaan Fisik  

b. Bidang Perentjanaan Ekonomi dan Keuangan; 

c. Bidang Perentjanaan Sosial Politik 

d. Bidang Perentjanaan Keamanan dan Ketertiban; 

e. Ruang Pola (Operation Regom). 

Selanjutnya, pada tahun 1974 BPP berubah nama menjadi Bappeda 

dengan berlandaskan pada: 

1) Keputusan Presiden Nomor 15/1974 tentang Pembentukan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142/1974 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 

3) Keputusan Gubernur Nomor IV-412/d/16/1974 tentang Penyusunan 

dan Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) DKI Jakarta. 

Pada tahun 1980, susunan organisasi Bappeda terbagi menjadi tingkat 

DKI dan tingkat Kota (Bappeko). Selanjutnya, pada tahun 2001 Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berubah menjadi Badan 

Perencanaan Daerah (Bapeda) dengan landasan hukum sebagai berikut: 

1) Peraturan Daerah Nomor 3/2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi 

DKI Jakarta; 
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2) Keputusan Gubernur Nomor 114/2002 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Perencanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

Pada tahun 2008, untuk tingkat provinsi berubah nama kembali menjadi 

Bappeda dan Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten 

(Kappenko/Kab) untuk wilayah kota, serta terbentuknya UPT Pusat Informasi 

Perencanaan Pembangunan. Pada tahun 2014, untuk tingkat wilayah kota berubah 

nama menjadi Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten 

(Subanppeko/kab) yang berlandaskan pada: 

1) Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

2) Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

3) Peraturan Gubernur Nomor 295 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Perencanaan 

Pembangunan. 

B. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi DKI 

Jakarta 

Sebagai lembaga pemerintahan non-kementerian yang terus berkembang, 

Bappeda Provinsi DKI Jakarta memiliki visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan 

dalam rangka menjalankan sistem mutu dan konsistensi pelayanan yang diberikan.  

1. Visi Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

“Menjadi Lembaga Perencanaan yang Memiliki Integritas dan 

Profesionalisme Untuk Mewujudkan Sinegritas Perencanaan Pembangunan 

Jakarta Baru” 
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a. Integritas menujukkan sebuah sikap yang berpegang teguh pada nilai-

nilai yang benar dan teguh sikap yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan tugas pelayanan publik. 

b. Profesional menggambarkan sebuah kinerja yang berorientasi pada hasil 

dengan menjaga kaidah-kaidah proses dalam sebuah kerangka organisasi 

perencanaan yang modern. 

c. Sinergis merupakan suatu proses pembangunan yang saling mendukung 

dan saling bahu membahu satu sama lain untuk mewujudkan tujuan 

organisasi 

2. Misi Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

Bappeda Provinsi DKI Jakarta melaksanakan misi sebagai berikut: 

a. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Perencana yang Handal dan 

Berwawasan Global 

Misi pertama adalah perwujudan dari nilai Profesionalitas dalam Visi 

Bappeda. Misi ini menggambarkan peran sumber daya internal Bappeda sebagai 

modal utama bagi Bappeda dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya selaku 

bagian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 

b. Menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang Berkualitas 

Misi kedua adalah wujud dari pelaksanaan nilai Integritas dari Visi 

Bappeda. Sebagai badan perencana, Bappeda memiliki tanggungjawab untuk 

menghasilkan perencanaan yang berkualitas. Kualitas hasil perencanaan dapat 

dinilai dari berbagai aspek antara lain sasaran pembangunan yang SMART 
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(Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely) dan sesuai kebutuhan, serta 

dapat diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. 

c. Memantapkan Fungsi Koordinasi, Pemantauan, Pengendalian serta 

Evaluasi Kinerja dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah 

Misi ketiga adalah wujud dari pelaksanaan nilai Sinergis dalam Visi 

Bappeda. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan di lingkungan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, pemantauan dan evaluasi merupakan 

aspek penting dalam akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pembangunan 

yang hasilnya menjadi tanggung jawab bagi seluruh stakeholders pembangunan di 

DKI Jakarta. 

d. Mengembangkan Fungsi Statistik dan Penelitian Daerah 

Misi keempat adalah wujud dari pelaksanaan nilai Sinergis dalam Visi 

Bappeda. Bappeda sebagai perencana dalam pembangunan perlu melakukan 

penelitian agar perencanaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. 

3. Tujuan Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, Bappeda menetapkan 

tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagai berikut: 

a. Terwujudnya sumber daya manusia yang cukup, berkualitas, dan 

berkinerja optimal; 

b. Terwujudnya rencana pembangunan yang tepat sasaran dan responsif; 

c. Terwujudnya program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran dan 

melibatkan seluruh pemangku kepentigan berbasis teknologi informasi; 
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d. Terlaksananya pengembangan dan fasilitasi statistik daerah serta 

penelitian yang implementatif dan inovatif. 

Tujuan rencana strategis tersebut merupakan penerjemahan dari 

rangkaian misi strategis yang menjadi jalan dalam mencapai visi Bappeda DKI 

Jakarta. Tujuan tersebut perlu dipertajam dengan menerapkan strategi untuk 

pengoptimalan sumber daya. 

4. Strategi Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

Strategi yang diterapkan Bappeda untuk pengoptimalan sumber daya 

adalah: 

a. Melakukan perbaikan formasi SDM Bappeda berdasarkan kompetensi 

SDM; 

b. Mengintensifkan pelaksanaan pelatihan, seminar, dan kegiatan 

peningkatan kapasitas lainnya secara berkesinambungan dan terarah; 

c. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Bappeda 

Provinsi DKI Jakarta; 

d. Meningkatkan koordinasi penyusunan kebijakan, pembiayaan, 

kelembagaan dan regulasi perencanaan internal; 

e. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan; 

f. Menguatkan sistem informasi data dan statistik daerah; dan 

g. Menjadikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai masukan dalam 

proses perencanaan. 
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5. Kebijakan Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

Kebijakan yang diterapkan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk 

menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan, antara lain: 

a. Penugasan SDM untuk mengikuti pelatihan dan kursus perencanaan di 

dalam dan luar negeri; 

b. Penerapan prinsip-prinsip perencanaan keuangan yang akuntabel dan 

transparan; 

c. Penerapan perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis 

kinerja; 

d. Pelaksanaan koordinasi berkala dan komunikasi intensif antar bidang 

dalam Bappeda maupun antara bappeda dan SKPD teknis; 

e. Pelaksanaan evaluasi kesesuaian antar dokumen perencanaan; dan 

f. Pengembangan sistem informasi manajemen data dan statistik daerah 

berbasis teknologi informasi. 

C. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta, maka ditetapkanlah Peraturan Gubernur No. 253 Tahun 2016 

yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah. Penjelasan singkat masing-masing tugas dalam struktur 

organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: 

1. Kepala Badan 
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Kepala Badan bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bappeda serta melaksanakan koordinasi dengan Satuan/Unit Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD/UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda. 

2. Wakil Kepala Badan 

Wakil Kepala Badan bertugas untuk membantu Kepala Badan dalam 

menjalankan tugasnya serta mewakili Kepala Badan apabila berhalangan dalam 

melaksanakan tugasnya. 

3. Sekretariat  

Sekretariat bertugas untuk membantu urusan administrasi Bappeda 

Provinsi DKI Jakarta. Terdiri dari 3 subbagian yang masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala Subbagian, yaitu: 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian, 

b. Subbagian Perencaaan dan Anggaran, dan 

c. Subbagian Keuangan. 

4. Bidang Pemerintahan 

Bidang Pemerintahan bertugas melakukan koordinasi terkait perencanaan 

pembangunan di bidang pemerintahan. Terdiri dari 3 subbidang yang masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yaitu: 

a. Subbidang Tata Praja, 

b. Subbidang Aparatur, dan 

c. Subbidang Kewilayahan. 

5. Bidang Kesejahteraan Rakyat 
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Bidang Kesejahteraan Rakyat bertugas untuk melakukan koordinasi dan 

pengendalian terhadap kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat. Terdiri dari 3 

subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yaitu: 

a. Subbidang Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, 

b. Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan 

Pengendalian Penduduk, dan 

c. Subbidang Sosial, Pemuda dan Olahraga. 

6. Bidang Perekonomian 

Bidang Perekonomian bertugas membuat dan melaksanakan rencana 

kerja di perekonomian, tenaga kerja dan UMKM. Terdiri dari 3 subbidang yang 

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yaitu: 

a. Subbidang Ketahanan Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan 

Energi, 

b. Subbidang Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata, dan 

c. Subbidang Keuangan, Aset, BUMD, dan Penanaman Modal. 

7. Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan 

 Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan bertugas 

melaksanakan perencanaan pendanaan pembangunan jangka panjang, menengah 

dan tahunan. Terdiri dari 3 subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang 

Kepala Subbidang, yaitu: 

a. Subbidang Rencana Kerja Pembangunan Daerah, 

b. Subbidang Rencana Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran, dan 

c. Subbidang Pendanaan Pembangunan. 
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8. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan 

 Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan 

bertugas melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdiri dari 3 subbidang yang masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yaitu: 

a. Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jangka 

Panjang dan Menengah, 

b. Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Tata Ruang 

Wilayah dan Kawasan, dan 

c. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan serta 

Pengoordinasian Inovasi Daerah 

9. Subanppeko 

 Subanppeko merupakan unit kerja Bappeda di tingkat Kota 

Administrasi. Berfungsi untuk menyelaraskan rencana pembangunan jangka 

panjang, menengah dan tahunan pada tingkat wilayah Kota Administrasi 

dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta. 
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Gambar II.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

(Sumber: https://bappeda.jakarta.go.id/strukturorganisasi) 

 

https://bappeda.jakarta.go.id/strukturorganisasi
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D. Kegiatan Umum Subbagian Keuangan 

Praktikan di tempatkan pada Subbagian Keuangan yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Subbagian, seorang Bendahara Pengeluaran dan empat orang staf. 

Berikut ini adalah kegiatan yang dilaksanakan Subbagian Keuangan, yaitu: 

a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Bappeda baik secara 

administratif maupun fungsional; 

b. Menganalisis dan mengevaluasi nilai serta manfaat aset Bappeda dan 

melaporkannya kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD); 

c. Menyusun laporan keuangan Bappeda dan laporan keuangan 

konsolidasian serta melaporkannya kepada Badan Pengelola Keuangan 

Daerah (BPKD);  

d. Mengoordinasikan tugas Bendahara Pengeluaran; 

e. Mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi Bappeda;Menghimpun 

bahan untuk menyusun laporan keuangan Bappeda; 

f. Membuat rekonsiliasi atas pencatatan akuntansi Bappeda dan 

melaporkannya kepada BPKD untuk diberikan review; 

g. Membuat laporan prognosis per semester selama tahun berjalan; 

h. Melaporkan realisasi kegiatan yang terdapat dalam Rencana Umum 

Pengadaan (RUP) dan mengoordinasikan dengan Subbagian Perencanaan 

dan Anggaran; dan 

i. Membuat laporan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) 

pegawai Bappeda setiap awal bulan. 
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Pendanaan seluruh kegiatan dan perencanaan di Bappeda Provinsi DKI 

Jakarta berpusat pada Subbagian Keuangan dan dikendalikan oleh Bendahara 

Pengeluaran. Seluruh pembiayaan kegiatan dibayarkan melalui rekening Bank 

DKI atas nama Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Subbagian Keuangan tidak 

memiliki petty cash sebagai bentuk internal control untuk menghindari terjadinya 

kecurangan (fraud) 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

Praktikan melaksanakan PKL di kantor Bappeda Provinsi DKI Jakarta. 

Bappeda Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu SKPD dibawah naungan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang akuntansi sektor 

pemerintahan dan memiliki fungsi utama untuk membuat perencanaan daerah, 

termasuk di dalamnya perencanaan anggaran selama satu tahun periode. 

Pada saat pelaksanaan PKL, Praktikan ditempatkan di Subbagian 

Keuangan Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Subbagian Keuangan terdiri dari 

seorang Kepala Subbagian, seorang Bendahara Pengeluaran dan empat orang staf 

pegawai. Ketika melasanakan PKL ini, Praktikan diawasi langsung oleh Bapak 

Rusman Effendi selaku Ketua Subbagian Keuangan Bappeda Provinsi DKI 

Jakarta. Praktikan bekerja membantu para pegawai Subbagian Keuangan dalam 

melaksanakan tugasnya. Terkadang Praktikan juga membantu tugas oleh Bagian 

atau Subbagian lain yang ada di Bappeda Provinsi DKI Jakarta, salah satunya 

Subbagian Perencanaan dan Anggaran. 

Selama melaksanakan PKL, tugas yang diberikan kepada Praktikan 80% 

dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan Ms.Excel. Terkadang 

Praktikan juga ditugaskan untuk menerima telepon, melakukan 
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fotocopy berkas atau dokumen, mengelola e-mail konfirmasi dari transaksi 

internet banking, mengantar dokumen yang ditujukan kepada BPKD dan BPAD 

yang juga terletak di Gedung G Kantor Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Selain 

itu, Praktikan juga dilibatkan dalam kegiatan eksternal yang melibatkan seluruh 

SKPD di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta seperti rapat pembentukan tim untuk 

program Sustainable Developement Goals dan rangkaian acara selama Tourch 

Relay 18
th

 Asian Games tahun 2018. 

Berikut adalah tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh Praktikan 

selama melakukan PKL di Bappeda Provinsi DKI Jakarta pada Subbagian 

Keuangan: 

1. Membuat Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 bulan 

berikutnya; 

2. Membuat Laporan Realisasi RUP yang akan diinput dalam Sistem Informasi 

Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang berbasis web; 

3. Rekapitulasi data pembayaran TKD yang dibayarkan kepada pegawai 

Bappeda Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2018; 

4. Rekapitulasi bukti transfer yang dibayarkan kepada pihak ketiga melalui 

internet banking Bank DKI milik Bappeda Provinsi DKI Jakarta selama tahun 

2018; 

5. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Konsolidasian Bappeda 

Provinsi DKI Jakarta; 

6. Mengikuti rapat pembentukan tim untuk program Sustainable Developement 

Goals; 
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7. Merekonsiliasi atau mencocokkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 

Bendahara Pengeluaran dengan Buku Kas Umum (BKU) Bendahara 

Pengeluaran. 

8. Mengikuti pembukaan Tourch Relay 18
th

 Asian Games tahun 2018. 

B. Pelaksanaan Kerja 

Praktikan memulai kegiatan PKL pada tanggal 16 Juli 2018. Pada hari 

pertama PKL, Praktikan datang ke kantor Bappeda Provinsi DKI Jakarta yang 

berlokasi di Gedung G Balai Kota DKI Jakarta Lantai 2. Praktikan menemui 

Bapak Asep, pegawai Subbagian Umum dan Kepegawaian, yang menerima surat 

permohonan PKL yang telah Praktikan ajukan sebelumnya. Setelah itu, Praktikan 

ditempatkan di Subbagian Keuangan dan diperkenalkan dengan Kepala Subbagian 

Keuangan, Bapak Rusman Effendi. 

Hari pertama PKL, Bapak Rusman memperkenalkan Praktikan dengan 

lingkungan tempat Praktikan akan bekerja. Mulai dari Kepala Bagian, Kepala 

Subbagian, hingga staf-staf pegawai Subbagian Keuangan Bappeda Provinsi DKI 

Jakarta. Dan pada hari pertama, Praktikan ditugaskan untuk mempelajari terlebih 

dahulu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai cara pelaporan 

keuangan di bidang pemerintahan dan alur pencairan dana anggaran di Bappeda 

DKI Jakarta.  

Setelah cukup memahami garis besar tugas yang dilakukan Subbagian 

Keuangan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, lalu Praktikan diberikan tugas sebagai 

berikut: 
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1. Membuat Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 

bulan berikutnya 

Sesuai ketentuan pasal 290 ayat 1-4 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap 6 

bulan sekali (per semester) seluruh SKPD diharuskan untuk membuat Laporan 

Prognosis dan menyerahkannya kepada BPKD untuk kemudian direkonsiliasi 

dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). 

Laporan Prognosis terdiri dari jumlah anggaran di awal tahun 2018, realisasi 

sampai dengan akhir semester berjalan (realisasi semester pertama), sisa anggaran 

untuk semester (6 bulan) berikutnya, serta prognosis atau perkiraan untuk 

semester (6 bulan) berikutnya.  

Tahapan yang dilakukan dalam membuat Laporan Prognosis adalah 

sebagai berikut: 

a. Praktikan diberikan file Serapan Perhitungan Sendiri (SPS) Bappeda 

Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Excel (Lihat Lampiran 4 halaman 

51). Nilai dari SPS merupakan perkiraan yang dihitung sendiri oleh 

SKPD/UKPD terkait dengan target penyerapan anggaran setiap bulan; 

b. Selain itu, Praktikan juga diberikan Surat Nomor 1480/-078.3 tentang 

Permintaan Data Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 

SKPD/UKPD TA 2018. Di dalam surat permintaan tersebut, dijelaskan 

juga mengenai format pembuatannya; 

c. Kemudian, Praktikan membuat file baru di Ms. Excel untuk membuat 

Laporan Prognosis 2018 terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Semester Pertama (Lihat Lampiran 5 halaman 52); 



27 

 

 

 

d. Praktikan menuliskan judul laporan dan nama SKPD dibagian teratas dari 

sheet 1. Lalu, membuat format tabel sesuai dengan panduan yang 

terdapat dalam surat permintaan (Lihat Lampiran 6 halaman 53); 

e. Pada bagian pendapatan tidak ada nilai yang diinput untuk setiap 

kolomnya karena Bappeda Provinsi DKI Jakarta bukan SKPD yang 

menerima pendapatan daerah dalam bentuk apapun. Sehingga dalam 

LRA-nya, hanya disajikan akun beban, yang berdampak pada hasil LRA 

menjadi rugi dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta hanya membuat 5 dari 7 

Laporan Keuangan yang harus dibuat oleh Lembaga Pemerintah; 

f. Pada bagian beban, kolom “Jumlah Anggaran” merupakan total anggaran 

yang telah ditetapkan pada awal periode dan menjadi acuan dalam 

perhitungan SPS selama satu tahun berjalan. Kolom “Realisasi Semester 

Pertama” diperoleh dari total yang terdapat dalam LRA per 30 Juni 2018. 

Kolom “Sisa Anggaran” merupakan pengurangan antara jumlah anggaran 

dengan realisasi semester pertama (Lihat Lampiran 7 halaman 54); 

g. Untuk kolom prognosis terbagi untuk bulan Juli-Desember 2018. 

Prognosis merupakan perkiraan untuk semester berikutnya dengan acuan 

SPS yang telah ditetapkan. Untuk mengisi kolom Juli-Desember, nilai 

prognosisnya diperoleh dari SPS masing-masing akun pada bulan Juli-

Desember 2018 (Lihat Lampiran 8 halaman 55); 

h. Setelah seluruh kolom terisi, kita dapat mengetahui total belanja dan 

surplus/defisit dalam Laporan Prognosis terhadap LRA Semester Pertama 

TA 2018 (Lihat Lampiran 9 halaman 56); 
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i. Setelah di check oleh Pembimbing dan tidak ada kesalahan, Laporan 

tersebut di print lalu ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan 

Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian diserahkan 

kepada BPKD untuk direkonsiliasi dengan data yang terdapat di SIPKD; 

2. Membuat Laporan Realisasi RUP  

SiRUP merupakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan 

berbasis web yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. 

SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa 

Penggunan Anggaran (KPA) dalam mengumumkan RUPnya. SiRUP merupakan 

sarana layanan publik terkait RUP sehingga masyarakat dapat mengakses secara 

langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.  

Praktikan diberikan tugas untuk membuat Realisasi RUP. Dalam RUP 

terdapat 2 jenis paket kegiatan yaitu paket swakelola dan paket penyedia. Paket 

swakelola merupakan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, 

dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja 

Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) atau instansi pemerintah lain sebagai 

penanggung jawab anggaran. Sedangkan, paket penyedia merupakan kegiatan 

yang membutuhkan penyedia dalam pelaksanaannya. Adapun langkah-langkah 

kerja dalam pembuatan RUP sebagai berikut: 

a. Praktikan diberikan dokumen RUP dalam bentuk pdf dan Kartu Kendali 

Kegiatan oleh Pembimbing (Lihat Lampiran 10 halaman 57); 

b. Dokumen pdf diubah ke dalam excel. Kemudian tambahkan kolom 

Realisasi setelah kolom Pagu (Lihat Lampiran 11 halaman 58); 
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c. Cocokkan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RUP dengan kegiatan 

yang telah terlaksana dalam Kartu Kendali Kegiatan dengan cara melihat 

nama program, nama kegiatan, keterangan dan jumlah pagu anggaran; 

d. Input realisasi dari kegiatan yang telah terlaksana. Jika ada kegiatan 

dalam dokumen RUP yang belum terlaksana realisasinya tidak dicatat 

(Rp 0,-); 

e. Setelah selesai, data disimpan dalam bentuk pdf dan diserahkan kepada 

Pembimbing (Lihat Lampiran 12 halaman 59) untuk kemudian diinput 

dalam SIRUP melalui website (Lihat Lampiran 13 halaman 60) untuk 

hasil per 3 Agustus 2018; 

3. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Konsolidasian 

Semester I Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

Laporan keuangan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk menyajikan 

informasi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu 

entitas yang bermanfaat bagi pengguna (masyarakat, legislatif, lembaga 

pengawas/pemeriksa, pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi dan 

pinjaman pemerintah daerah) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan 

mengenai alokasi sumber daya. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemerintah  diwajibkan untuk 

menggunakan akuntansi berbasis akrual (accrual) dari yang sebelumnya 

menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual). Pada 
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tahun 2015 penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual. 

Praktikan diberikan tugas untuk membantu proses pembuatan CaLK 

Konsolidasian Bappeda Provinsi DKI Jakarta dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Praktikan diberikan contoh CaLK Konsolidasi Semester I tahun 2017 

oleh pembimbing dan Kertas Kerja LK Bappeda 2018. CaLK terdiri 5 

bab yaitu pendahuluan, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja 

APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, penjelasan  informasi 

keuangan dan penjelasan atas informasi non keuangan. Setelah itu, 

Praktikan membuka file Kertas Kerja Konsolidasian 2018 dengan 

memasukkan username dan password yang sudah diberikan oleh 

Pembimbing (Lihat Lampiran 14 halaman 61); 

b. Pada bab III bagian 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja 

Keuangan, Praktikan mengedit total anggaran pendapatan dan belanja 

konsolidasian  untuk periode 2018 beserta uraian realisasinya (Lihat 

Lampiran 15 halaman 62); 

c. Pada bab IV bagian 5.1 Belanja Daerah, Praktikan mengedit total 

anggaran pendapatan dan belanja konsolidasian, realisasi dan sisa 

anggaran yang dimiliki; 

d. Pada bagian 5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca , Praktikan mencatat total 

saldo masing-masing pos dalam neraca konsolidasian sesuai dengan total 

yang ada di dalam Kertas Kerja 2018 (Lihat Lampiran 16 halaman 63). 



31 

 

 

 

Untuk penjelasan rincian masing-masing akunnya akan dilanjutkan oleh 

Pembimbing. 

4. Rekapitulasi Pembayaran TKD kepada Pegawai 

Setiap awal bulan pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta menerima 

TKD. Untuk itu, bagian keuangan perlu untuk membuat rekapitulasi per bulannya 

untuk kelengkapan pelaporan dan verifikasi data. Adapun langkah-langkah kerja 

dalam rekapitulasi pembayaran TKD antara lain: 

a. Praktikan diberikan print-out TKD yang dibayarkan Bappeda Provinsi 

DKI Jakarta kepada ±120 pegawai mulai dari bulan Januari-September 

2018; 

b. Setelah itu, Praktikan membuat file baru di excel dan membuat tabel 

dengan kolom nama pegawai, gaji pokok (GAPOK), tunjangan 

suami/istri (TUNRI), tunjangan anak (TUNAK), tunjangan jabatan 

(TUNJAB), tunjangan ras (TUNRAS) dan Pembulatan; 

c. Input TKD yang dibayarkan per bulannya sesuai nama pegawai dan beri 

keterangan golongan pegawai tersebut (Lihat Lampiran 17 halaman 64). 

Urutan pencatatan nama berdasarkan urutan dalam print-out yang 

diberikan. 

d. Setelah selesai, Praktikan mengirimkan file yang telah dibuat kepada Pak 

Aaron, salah satu pegawai di bagian keuangan melalui email. 
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5. Rekapitulasi Transfer kepada Pihak Ketiga dan Mengolah Email 

Internet Banking 

Setiap harinya Bapak Rasdi, Bendahara Pengeluaran Bappeda Provinsi 

DKI Jakarta, melakukan pembayaran atas seluruh kegiatan dengan cara transfer 

melalui internet banking. Bagian keuangan Bappeda Provinsi DKI Jakarta tidak 

memiliki petty cash sebagai internal control untuk menghindari adanya fraud. 

Dalam hal ini, Praktikan diberikan tugas untuk mengolah email masuk yang 

berhubungan dengan internet banking karena setiap harinya ada wakil dari pihak 

vendor yang meminta untuk dicetakkan bukti pembayaran untuk kebutuhan 

verifikasi. Untuk mengerjakan tugas ini Praktikan diberikan akses untuk 

membuka gmail milik bendahara. 

Sedangkan untuk membuat rekapitulasi transfer dengan pihak ketiga 

langkah-langkahnya adalah : 

a. Log in melalui email keuangan Bappeda Provinsi DKI Jakarta (Lihat 

Lampiran 18 halaman 65); 

b. Semua email yang berhubungan dengan internet banking di 

rekapitulasi mulai dari bulan Januari-Agustus 2018. Rekapitulasi 

dilakukan dengan menggunakan Ms.Excel. Buat tabel dengan kolom 

nomor, tanggal, nomor sumber rekening, nama rekening sumber, bank 

tujuan transfer, nomor rekening tujuan, nama rekening tujuan, nominal 

transfer dan keterangan; 
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c. Rekapitulasi dilakukan mulai dari transfer pertama pada bulan Januari. 

Setelah itu lanjutkan hingga bulan Agustus (Lihat Lampiran 19 

halaman 66); 

d. Setelah selesai data dikirimkan melalui email kepada Pembimbing 

6. Merekonsiliasi atau mencocokkan Pertanggungjawaban (LPJ) 

Bendahara Pengeluaran dengan BKU Bendahara Pengeluaran 

Menurut Zain (2007:221) Rekonsiliasi merupakan penyesuaian antara 

laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal melalui perbedaan 

permanen (permanent different) dan perbedaan temporer (temporary different) 

atau koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. 

Nemun, rekonsiliasi yang dilakukan Praktikan adalah mengecek 

kesesuaian LPJ Bendahara Pengeluaran dengan BKU Bendahara Pengeluaran 

yang terdapat dalam sistem e-bku. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Bendahara Pengeluaran memberikan print-out LPJ dan e-bku Bendahara 

Pengeluaran; 

b. Setelah itu, Praktikan diminta untuk merekonsiliasi dengan cara 

mencocokkan saldo yang terdapat dalam LPJ dengan saldo BKU. Yang 

harus diperhatikan adalah kesesuaian kode rekening, jumlah pengeluaran, 

tanggal, No BKU dan uraian. Untuk mempermudah dalam LPJ dituliskan 

No BKU  sehingga kia bisa lansung mencari di BKU-nya. Jika sudah 

sesuai beri tanda checklist disebelah jumlah pengeluaran. Jika ada 
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pengetikan yang salah lingkari bagian yang salah dan tulis 

pembenarannya dengan menggunakan pensil (Lihat Lampiran 20 

halaman 67); 

c. Setelah selesai, Praktikan melaporkan hasilnya kepada Bendahara 

Pengeluaran. 

Secara keseluruhan kegiatan Praktikan selama pelaksanaan PKL dapat 

dilihat dalam Lampiran 3 halaman 45. 

C. Kendala yang Dihadapi 

Selama Praktikan menjalankan PKL di Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 

Praktikan mengalami berbagai kendala dalam menjalankan pekerjaan. Kendala 

yang dihadapi Praktikan yaitu sebagai berikut: 

1. Saat mengerjakan Laporan Prognosis, Praktikan merasa kesulitan karena 

sebelumnya di bangku perkuliahan Praktikan hanya mengenal 7 laporan yang 

harus dibuat dalam Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010.  

2. Praktikan hanya mengetahui struktur pembuatan LRA per semester dalam 

Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan saat melaksanakan PKL praktikan harus 

membuat laporan realisasi dari RUP barang dan jasa dimana Praktikan belum 

mengenal istilah Pagu dan perbedaan antara paket swakelola dan paket 

penyedia. 

3. CaLK yang pernah Praktikan baca adalah CaLK emiten yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan, sistem penyusunan CaLK pada 
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instansi pemerintah berbeda dengan CaLK pada perusahaan tercatat. CaLK 

Bappeda DKI Jakarta tersusun dalam 7 bab yang terdiri dari: 

a. Pendahuluan; 

b. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 

APBN; 

c. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan; 

d. Kebijakan Akuntansi; 

e. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan; 

f. Penjelasan Non-Keuangan; 

g. Penutup. 

4. Rekonsiliasi yang Praktikan ketahui sebelumnya adalah rekonsiliasi bank dan 

rekonsiliasi fiskal. Namun, dalam sistem Akuntansi Pemerintahan rekonsiliasi 

digunakan untuk mencocokkan saldo pada sistem dengan pencatatan dalam 

LPJ. 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Dalam menjalankan PKL tentunya Praktikan diharuskan untuk 

mempelajari perilaku organisasi secara nyata dala menghadapi kendala-kendala 

dalam sebuah organisasi khususnya disini adalah Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

yang merupakan lembaga non-kementerian, Praktikan berusaha mengatasi 

kendala tersebut selain agar tidak berlarut-larut dan menganggu pekerjaan 

nantinya tentunya juga untuk mendisiplinkan Praktikan dalam dunia kerja, 

sehingga Praktikan dapat menjalankan tugas dengan baik dan tepat waktu. 
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Dalam mengatasi kendala tersebut Praktikan melakukan beberapa hal, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Praktikan mempelajari pedoman yang diperikan dalam surat permohonan 

pembuatan Laporan Prognosis per semester untuk tahun anggaran 2018. 

2. Praktikan bertanya langsung kepada pembimbing dan pegawai staf keuangan 

Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk lebih mengetahui sistematika pembuatan 

realisasi RUP barang dan jasa serta perbedaan dari dua paket RUP yang 

disediakan. 

3. Praktikan memahami buku pedoman pembuatan Laporan Keuangan Bappeda 

DKI Jakarta dan bertanya kepada pembimbing batasan tugas yang harus 

dikerjakan Praktkan dalam pembuatan CaLK semester I tahun anggaran 2018
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Kegiatan PKL yang dilakukan di Bappeda Provinsi DKI Jakarta, selama 

dua bulan membuat Praktikan mendapatkan banyak pelajaran yang berguna untuk 

bekal dalam bersosialisasi dengan dunia kerja seperti pentingnya kedisiplinan 

yang tinggi, bagaimana memecahkan sebuah kasus dalam bentuk kerja sama tim, 

tanggung jawab, sopan santun dan lain-lain yang sifatnya berhubungan dengan 

etika dalam berorganisasi dalam dunia kerja. 

Selama melakukan PKL di Bappeda Provinsi DKI Jakarta, sebagai 

seorang mahasiswa, Praktikan dapat memberikan kesimpulan dari proses kegiatan 

yang dilakukan yaitu: 

1. Praktikan dapat mempelajari bagaimana alur pendanaan yang diterapkan di 

Bappeda Provinsi DKI Jakarta, seberapa pentingnya DPA sebagai acuan 

setiap pelaksanaan kegiatan, dan alasan tidak diterapkannya petty cash dalam 

Subbagian keuangan; 

2. Praktikan dapat mempelajari bahwa Realisasi Anggaran setiap bulannya 

berpedoman pada SPS yang telah ditetapkan. Dan dari realasi anggaran dan 

SPS tersebut kita dapat menentukan prognosis/estimasi untuk 6 bulan 

berikutnya. Sehingga besaran APBD yang telah ditetapkan dapat terserap 

dengan baik dan peruntukannya jelas; 



 

 

 

 

3. Praktikan menyadari bahwa dalam lembaga nonkementerian juga 

menyediakan Laporan Keuangan Konsolidasian layaknya perusahaan yang 

mengatur hubungan antara induk dan anak; 

4. Praktikan menyadari bahwa setiap dana yang dibayarkan melalui rekening 

Bank DKI milik Bappeda dilakukan double-checking untuk memverifikasi 

jumlah transfer dan rekening yang dituju. Verifikasi ini dilakukan pada saat 

rekapitulasi bukti transfer; 

5. Praktikan memahami bahwa Bappeda memiliki tanggung jawab untuk 

memberikan laporan keuangannya untuk diperiksa oleh BPKD; 

6. Praktikan menyadari bahwa sistem yang diterapkan Bappeda sudah 

menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Pemerintah 

terus berupaya memperbaiki sistem yang ada demi terwujudnya “Smart City” 

demi terciptanya akuntabilitas, transparansi, dan ketaatan; 

7. Praktikan memahami alur rekonsiliasi dan review yang dilakukan per 

semester selama tahun berjalan. 

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang harus diperhatikan dalam melaksanakan 

PKL antara lain: 

1. Bagi Mahasiwa (Praktikan) 

Saran yang bisa dilakukan bagi mahasisawa (Praktikan) untuk perbaikan 

kedepannya antara lain: 

a. Praktikan harus mempersiapkan diri lebih baik lagi secara akademik 



39 

 

 

 

maupun non akademik agar dapat bersaing di dunia kerja; 

b. Praktikan harus lebih teliti dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

kepada Praktikan dari pembimbing; 

c. Praktikan harus menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan 

penuh tanggung jawab dan tepat waktu; 

d. Praktikan harus lebih aktif lagi dalam menjaga hubungan dengan 

karyawan perusahaan tersebut; dan 

e. Praktikan harus tetap menjaga komunikasi dengan pembimbing PKL 

maupun karyawan perusahaan tersebut walaupun telah menyelesaikan 

kegiatan PKL. 

2. Bagi Prodi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta 

Saran yang bisa dilakukan bagi Prodi S1 Akuntansi Universitas Negeri 

Jakarta untuk perbaikan kedepannya antara lain: 

a. Memberikan materi pembekalan bagi mahasiswa yang akan 

melaksanakan PKL; 

b. Memberikan mahasiswa pedoman terkait pelaksanaan PKL agar 

mahasiswa lebih terarah, tidak merasa kesulitan dalam melaksanakan 

PKL, hingga alur membuat laporan PKL sebelum dilaksanakannya PKL 

tersebut; 

c. Adanya jaringan atau hubungan kerja antara pihak Universitas dengan 

perusahaan-perusahaan sehingga mahasiswa dapat terbantu dalam 

menemukan tempat untuk melaksanakan PKL. 

3. Bagi Bappeda Provinsi DKI Jakarta 
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Saran yang bisa dilakukan bagi Bappeda DKI Jakarta untuk perbaikan 

kedepannya antara lain: 

a. Bappeda Provinsi DKI Jakarta agar dapat memberikan kesempatan kerja 

yang lebih banyak kepada mahasiswa yang menjalankan PKL; 

b. Bappeda Provinsi DKI Jakarta agar turut serta untuk saling bekerja sama 

dengan universitas-universitas agar pelaksanaan kegiatan PKL dapat 

berjalan dengan baik dan lancar; 

c. Bappeda Provinsi DKI Jakarta agar lebih membuka diri dan memberikan 

kesempatan mahasiswa untuk mempelajari sistem yang digunakan serta 

memberikan feedback terhadap setiap tugas yang telah diberikan. 
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Lampiran 1: Surat Permohonan PKL 
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Lampiran 2: Surat Persetujuan PKL 
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Lampiran 3: Rincian Kegiatan PKL 
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Lampiran 4: Serapan Perhitungan Sendiri Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

Lampiran 5: Surat Permintaan Data Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 

SKPD/UKPD TA 2018 
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Lampiran 6: Tabel Laporan Prognosis Bagian Pendapatan 

 

Keterangan: 

Bappeda DKI Jakarta merupakan SKPD non-profit yang tidak menghimpun atau 

menerima pendapatan daerah. Sehingga dalam Laporan Prognosis bagian 

pendapatan berjumlah Rp 0,-. 
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Lampiran 7: Mengisi Kolom Jumlah Anggaran dan Realisasi yang tercantum 

dalam LRA 

 

Keterangan : 

Kolom 3 (Jumlah Anggaran): Data diolah oleh Praktikan dan diperoleh dari 

Laporan Matriks Keuangan Bappeda Provinsi 

DKI Jakarta Semester I Tahun Anggaran 2018. 

Kolom 4 (Realisasi Semester Pertama): Data diolah oleh Praktikan dan diperoleh 

dari Laporan Realisasi Anggaran per 31 

Juni 2018. 
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Lampiran 8: Mengisi Kolom Prognosis sesuai Perhitungan SPS 

 

 

Keterangan: 

Kolom 6 (Prognosis): Data diolah oleh Praktikan dan diperoleh dari Serapan 

Perhitungan Sendiri (SPS) Bappeda Provinsi DKI Jakarta. 
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Lampiran 9: Surplus/Defisit dalam Laporan Prognosis 

 

Keterangan: 

Surplus/Defisit diperoleh dari pengurangan antara pendapatan dan beban. 
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Lampiran 10: Dokumen RUP 
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Lampiran 11: Tambahkan Kolom Realisasi setelah Kolom Pagu  

 

 

Keterangan: 

Kolom realisasi setiap RUP dapat dilihat dalam Kartu Kendali Kegiatan. 
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Lampiran 12: Menginput Realisasi SUP Paket Penyedia dan Paket Swakelola 
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Lampiran 13: Tampilan Website untuk Menginput SIRUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

Lampiran 14: Masukkan password untuk Mengakses Kertas Kerja Matriks 2018 
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Lampiran 15: Input Bagian 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja 

Keuangan 

 

Keterangan: 

Jumlah Realisasi dan Anggaran diperoleh dari Laporan Matriks Keuangan 

Bappeda Provinsi DKI Jakarta Semester I Tahun Anggarann 2018. 
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Lampiran 16: Input Bagian 5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca 

 

 

Keterangan: 

Jumlah dari pos-pos Neraca diperoleh dari Laporan Matriks Keuangan Bappeda 

Provinsi DKI Jakarta Semester I Tahun Anggarann 2018. 
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Lampiran 17: Rekapitulasi TKD Pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta 
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Lampiran 18: Log-in email Bendahara Pengeluaran Bappeda Provinsi DKI Jakarta 
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Lampiran 19: Rekapitulasi Transfer ke Pihak Ketiga 
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Lampiran 20: Rekonsiliasi LPJ dan BKU Bendahara Pengeluaran 
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Lampiran 21: Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 22: Penilaian PKL 
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Lampiran 23: Surat Keterangan PKL 
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Lampiran 24: Kartu Konsultasi Bimbingan Penulisan Laporan PKL 
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Lampiran 25: Dokumentasi 

 

 


